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KATA PENCANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayatNya kepada kita semua sehingga kami dapat menyusun Laporan Semester
Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
ProvinsiKepulauan Bangka Belitung sebagai langkah nyata penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah.

Kinerja padaOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana ProvinsiKepulauan Bangka Belitung selama periode
Semester I (Januari s.d. Juni) Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat dari seberapa
jauh keberhasilan pelaksanaan atas upaya-upaya peningkatan efisiensi
pembiayaan anggaran dan efektifitas pengelolaah anggaran.

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini menggambarkan secara
rinci target baik kualitatif maupun Kkuantitatif, realisasi kinerja, kendala baik
internal maupun eksternal, dan upaya-upaya yang hendak dilaksanakan.
Disamping itu laporan semester ini merupakan komitmen pelaksanaan
program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Daerah. Dan
lebih jauh, laporan semester ini disusun sebagai alat kendali, alat penilai kinerja,
dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas pada unit kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil
dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
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Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya dalam Pasal 56, telah
mengamanatkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang wajib menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam kurun waktu semester I (Januari
s.d. Juni) Tahun Anggaran 2018 masih banyak kendala/hambatan yang dihadapi
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, sehingga ke depan diperlukan komitmen, semangat
dan kerja keras dari segenap jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan
masukan/saran dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik pada periode

selanjutnya.

Semoga Laporan Semester ini dapat digunakan sebagai dasar bagi
Pemerintah Daerah dimasa yang akan dating dalam pembuatan keputusan dan
pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah serta bermanfaat bagi
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabilitas dalam rangka
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Semester Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
Anggaran 2018 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam
mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.
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KEPALA DINAS
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Bab I Pendahuluan .
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Profil OPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung didirikan sebagai salah satu perangkat daerah
dalam penvelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertugas membantu
Kepala Daerah dalam unsur pemberdayaan perempuan perlindungan anak,
administrasi kependudukan pencatatan sipilAdan pengendalian penduduk
keluarga berencana. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin
oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab
langsung kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Organisasi dan tata
kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana diatur
dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek
Perkantoran dan Pemukimanan Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Air Itam Pangkalpinang Pulau Bangka.

_—
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk

Kehmza Berencana Provinsi Kegulanan B(yskn Belitung

1

Dipindai dengan CamScanner



Bab I Pendahuluan

e e ———

4

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuari Perlindungan
Anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian
penduduk keluarga berencana;

2. Pelaksanaan  kebijakan  dibidang  Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan
pengendalian penduduk keluarga berencana;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ~Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, administrasi kependudukan pencatatan
sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana;

4. Pelaksanaan. administrasi dinas dibidang Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan
pengendalian penduduk keluarga berencana;

5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung berkomitmen dengan visi "Mewujudkan Kesetaraan Gender,
Perlindungan Perempuan dan Anak serta Meningkatkan Kualitas Keluarga di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” Untuk mewujudkan visi tersebut
dibutuhkan langkah atau misi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dan pembangunan demokrasi.

1.2. Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan OPD

Laporan keuangan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi
para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas, yang selanjutnya dapat
digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan, baik keputusan ekonomi,

sosial. maupun politik, dan tentunya diharapkan akan sangat bermanfaat untuk

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk

ﬂ'ehmﬂa Berencana Provinsi l\'eeu(auan Banska Belr'mns
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Pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah di masa yang akan datang.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan OPD ini adalah untuk:

1. Mengetahui seberapa besar realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu
anggaran yang dikelola Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Provins; Kepulauan Bangka Belitung, selama periode semester 1
(Januari s.d. Juni) Tahun Anggaran 2018.

2. Menilai seberapa besar realisasi sumber daya finansial yang digunakan
dalam menjalankan tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang telah dicapai
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung selama periode semester I
(Januari s.d. Juni) Tahun Anggaran 2018.

3. Mengetahui seberapa besar perubahan posisi anggaran, apakah mengalami
kenaikan ataukah penurunan dalam tahun yang bersangkutan sebagai
akibat dari pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendaiian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Mengetahui informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban-
LO dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan
periode sebelumnya.

5. Mengetahui informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas
awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

6. Mengetahul informasi posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung
mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

e

ﬁ’.“
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk

K eluar&a Berencana Provinsi Keeulauan Bangka Belfluns
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7. Mengetahui informasi yang lebih rinci atau lebih jelas atas pos-pos laporan
pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

8. Sebagal pertanggungjawaban Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan

Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Banigka Belitung sebagai

Kepala ~OPD  atas penggunaan  APBD  selama periode

semester I (Januari s.d. Juni) Tahun Anggaran 2018.

1.3. Landasan hukum penyusunan faporan keuangan OoPD

Setiap tahap pengelolaan keuangan negara/daerah apapun jenisnya
tentu akan mempunyai aturan sendiri yang harus dipatuhi, dan tentunya akan
banyak bersinggungan dengan aturan lain yang berkaitan. Demikian juga
dengan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini, yang diselenggarakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pengelolaan keuangan negara/daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teriang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dinasy Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendelian Penduduk

Keluarga Berencana Provins! Kepulauan Bangka Belitung
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3¢ Un(lang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik
Indonesla Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4422);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Pendu duk

leuargn Ilcrcnmna Provinst ﬁepuhmnn Bangka Bt’”’""g - e eeeeeeeeee——— e
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13.

14.

15,

16.

17.

18.
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Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;
ar Akuntansi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stand
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 N
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
blik Indonesia Nomor 5533);

omor

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
dengan

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah
diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1425);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014
Nomor 43 Seri E);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2015
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Provinsl Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 42

Seri E);

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipll dan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Frovinsl Kepulauan Bangka Belltung
! T —————————————
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19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD selama
periode semester 1 (Januari s.d. Juni) Tahun Anggaran 2018 mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sistematika penulisan menurut
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006, secara rincl dapat

disajikan sebagai berikut:

Babl Pendahuluan
1.1.Profil OPD
1.2.Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD
1.3.Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD
1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD
Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapalan target kinerja
APBD OPD
2.1. Ekonomi makro
2.2. Kebijakan keuangan
2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD

3.2, Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang

telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi
4.1,

4.2,

Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan OPD

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
OPD

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

OPD

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang
ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada OPD

BabV  Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan
keuangan OPD
5.1.1 Pendapatan
5.1.2 Belanja
5.1.3 Beban
5.1.4 Aset
5.1.5 Kewajiban
5.1.6 Ekuitas Dana

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk
entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis
akrual pada OPD.

Bab VI Penjelasan atas Informasl-‘lnformasl nonkeuangan OPD
Bab VII Penutup

e

_ﬁ_
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BAR II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN

KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

APBD OPD

2.1, Ekonomi Makro

Indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Catatan
Atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindurigan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dokumen Pelaksanaan
Anggaran TA 2018. Data yang dibandingkan adalah antara anggaran dengan
realisasi anggaran periode Januari s.d. Juni TA 2018. Data indikator ekonomi

makro yang diperoleh antara lain:

1. Belanja Pegawai
% Belanja Pegawai (Belanja Operasi-Belanja Tidak Langsung)

Total realisasi SP2D belanja pegawai (BTL) selama periode Semester I
(Januari s.d. Juni) TA 2018 adalah sebesar Rp2.785.654.348,- atau
mencapai  50,84% dari anggaran belanja pegawai sebesar
Rp5.479.485.443,- dengan sisa anggaran sebesar Rp2.693.831.095,-.
Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja'pegawai (BTL) adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Begawai

e ———— ———
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Pendu duk
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(Belanja Tidak Langsung)

Belanja Pegawai 2.785.654. 34&
A Jumlahi

7121785065434 11| 44150

5. 479 485 443
1479748574431

Realisasi belanja pegawai (BTL) Semester I TA 2018 dan 2017 adaiah
masing-masing sebesar Rp2.785.654.348,- dan Rp5.409.360.648,--
Realisasi belanja pegawai Semester I TA 2018 mengalami kenaikan
yang signifikan dari TA 2017 yaitu sebesar 48,50%. Berikut ini tabel
perbandingan belanja pegawai Semester T TA 2018 dan TA 2017:

Tabel 2.2
Perbandingan Belanja Pegawai (BTL) Semester I TA 2018 dan TA 2017

e
ersentas‘e (%)v ]
Kenankani

i Penun.nan

(;'?L“Ja Pegawai 2.785.654.348 5.409.360.648 (48,50%)

285 554,348 1S L 157400126 016 AB £o ot S gy 14 (AB150 o ont oy

% Belanja Pégawai (Belanja Operasi-Belanja Langsung)
Total realisasi belanja pegawai (BL) selama periode Semester I (Januari
s.d. Juni) TA 2018 adalah sebesar Rp177.705.500,- atau mencapai
19,81% dari anggaran belanja pegawai (BL) sebesar Rp896.913.500,-
dengan sisa anggaran sebesar Rp719.208.000,-. Adapun rincian

anggaran dan realisasi belanja pegawai (BL) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Begawai
(Belanja Langsung)

ki i e
ersentasa,(%) ]
Reahsasx
Lo by et e 4191 An‘ggaran- |
Belanja Pegawai 896. 913 500 - | 177.705.500 18,81% \

%
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Realisasi belanja pegawair(BL) Semester 1 TA 2018 dan 2017 adalah
masing-masing sebesar Rp177.705.500,- dan Rp1.406.645.000,~
Realisasi belanja pegawai Semester I TA 2018 mengalami penurunan
yang signifikan dari TA 2017 yaitu sebesar 87,37%. Penurunan
disebabkan masih terdapat beberapa kegiatan belanja langsung belum
terlaksana di semester T dan baru terlaksana di semester I TA 2018.

Berikut ini tabel perbandingan belanja pegawai (BL) Semester I TA
2018 dan TA 2017:

Tabel 2.4

Pcrsentare (/u) ‘--.'
,Ken'ukan! ‘|

aua Pegawai ‘ 177.706.500 1406645.000 | (87.37%

OGN A AT 10; ENA06/6451000 B (BT I

Adapun total realisasi belanja pegawai baik dari belanja tidak langsung

(BTL) maupun dari belanja langsung (BL) Semester I TA 2018 adalah

sebagai berikut:

_ Realisasi belanja pegawai (BTL) Rp  2.785.654.348,-

_ Realisasi belanja pegawai (BL) Rp 177.705.500,- +
Total Realisasi Belanja Pegawal (BTL & BL) Rp___2.963,359,848,-

Belanja Barang dan Jasa (Belanja Operasi-Belanja langsung)
Realisasi belanja barang dan jasa untuk periode Semester I (Januari s.d.
Juni) TA 2018 sebesar Rp1.854.915.411,- atau mencapai 28,98% dari
anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp6.398.960.117,- dengan sisa
anggaran sebesar Rp4.544.044.706,- Adapun rincian anggaran dan
realisasi belanja barang dan jasa adalan sebagai berikut:

: Tabel 2.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

F
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28,98%

: g nv¢28 980/0

Realisasi belanja barang dan jasa Semester I TA 2018 dan 2017 adalah
masing-masing sebesar Rp1.854.915.411,- dan Rp3.812.541.062,- Realisasi
belanja barang dan jasa Semester 1 TA 2018 mengalami penurunan
sebesar 51,34% dari TA 2017. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa
kegiatan belanja langsung belum terlaksana di semester I dan baru
terlaksana di semester II TA 2018. Berikut ini tabel perbandingan belanja

barang dan jasa Semester I TA 2018 dan TA 2017:

* Tabel 2.6
Perbandingan Belanja Barang dan Jasa Semester I TA 2018 dan TA 2017
: ik Si; n.iits Pcrseﬂntase1 i
1 °o] Kenatkan
A 4 i v 1“ :Penurunan
Belanja Barang dan jasa 1. 854 915.411,- 3.812.541. 062 - (51,34%)
; TG mIAnT si s BT 854101 614140 FR318121541106 20040 Favh(51134% )

3. Belanja Modal
Realisasi belanja modal untuk periode Semester I (Januari s.d. Juni) TA

2018 sebesar Rp0,- atau mencapai 0,00% dari anggaran belanja modal

sebesar Rp185.560.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp185.560.000,-.
Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja modal adalah sebagai
berikut:

Tabel 2.7
Rincxan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

: .,Anggarin
185.560.000 0 0,00%

185 50,000 T e e raeey BEV0 00 b i

e
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Realisasi belanja modal Semester 1 TA 2018 dan 2017 adalah masing"
masing sebesar Rp0,- dan Rp86.850.000,-. Realisasi belanja modal
Semester I TA 2018 mengalami penurunan sebesar 100% dari TA 2017.
Hal ini disebabkan kegiatan pengadaan belanja modal baru akan terealisasi
pada Semester II TA 2018. Berikut ini tabel perbandingan belanja modal
Semester I TA 2018 dan TA 2017:

Tabel 2.8

~ Perbandingan Belanja Modal Semester I ITA 2018 dar_!_'!'_A}EZ___ -
. . Realisasi Anggaran “Realisasi Anggaran P”"”m”', )
Uraian - R uClHLS.frlTr\ 2018 UUTA017S » Kenaikan i
RN TR A PIRp) 3T & ot (Rp)imes- " ,;;__,FEPELU-P—"’J-'———~
! Belan;a Modal | 0 | © 86.850.000 | (100%) ,Mi
Jurnlﬂwﬁw—'b‘rﬂ JIESRFTIC 186! 850, GOJ'S“" ‘” (-CJI ) i

2.2. Kebijakan Keuangan

""I

APBD Tahun Anggaran 2018 disusun mengacu pada Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang dalam penyusunannya telah memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:
1. Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD

rana dalam upaya untuk mencapai sasaran yang digariskan
pakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
s Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perumusan

merupakan sa
berdasarkan kese

2. Strategi dan Priorita

Dinas r,,,,b,,dm.aa,, p,mnpuan Perllndxmgan Anak Ktpena'udukan i'mcammn Sipil dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Provins! Kepulauan Bangka Belitung
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permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian
Arah dan Kebijakan Umum APBD.

3. Standar Analisa Belanja (SAB)
SAB pada dasarnya merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk
melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian
(target kinerja) yang diinginkan, SAB dihitung oleh masing-masing Unit
Kerja berdasarkan proyeksi jumiah anggaran belanja setiap program atau
kegiatan. Ranc_angan APBD disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap
anggaran belanja yang diusulkan unit kerja.

4. Tolok Ukur Kinerja
Tolok ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan
untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.
Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit
kerja.

5. Standar Biaya
Standar Biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-
masing daerah. Penetapan standar biaya akan membantu penyusunan
anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi daerah yang
bersangkutan. Pengembangan standar biaya harus dilakukan secara terus
menerus sesuai dengan perubahan harga yang berlaku di masing-masing

daerah.

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah yang telah diberi wewenang mengelola sumber
daya sebagaimana bidangnya. Setiap Organisasi Perangkat Daerah adalah
pusat pertanggungjawaban (entitas) yang memiliki keunikan sendiri-sendiri.
Dengan demikian perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk
diterapkan pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Namun
demikian, dalam pengukuran kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

e ————————————— e —————
——————————
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ini_harus tetap dimulai dari pengidentifikasian terhadap Visi; misi, falsafah,
kebijakan, tujuan, sasaran, program-program dan anggaran serta tugas dan
fungsi yang telah ditetapkan.

Secara harfiah makna indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif
dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran
atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator Kinerja harus
merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai
dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap
perencanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa kinerja instansi
pemerintah bersifat multidimensional. Dalam arti, tidak ada indikator tunggal
yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan secara
komprehensif untuk semua jenis instansi pemerintah. Indikator kinerja yang
dipilih akan sangat tergantung pada faktor kritikal keberhasilan yang telah
diidentifikasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk
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BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN

KINERJA KEUANGAN OPD

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD

Dalam konteks pencapaian target kinerja suatu program/kegiatan
efisiensi (daya guna) sangat erat berhubungan dengan metode operasi
(operation method). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien
apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya
dan dana yang serendahnya-rehdahnya. Efisiensi merupakan perbandingan
antara oulput dengan Jnput. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam
mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran
pendapatan dengan realisasi anggaran belanja. Output merupakan realisasi
biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan /nput merupakan realisasi
dari penerimaan daerah.

Efektifitas dana merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi
dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektifitas
merupakan perbandingan antara outcome dan oulput. Outcome merupakan
dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat, sedangkan
output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan

kebijakan. Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan
dengan melihat perbandingan anggaran pendapatan dengan realisasinva dan
persentase tingkat pencapaiannya.

Total Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka

e ———————————————————— = ————
ak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk

'nas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan An
luarga Berencana Provinsi Kepulauan Ban ka jcllnf{tg
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Belitung TA 2018 sebesar Rp12.960.919.060,- dengan realisasi
belanja anggaran periode semester I (Januari s.d. Juni) TA 2018 sebesar

Rp4.818.275.259,~ atau 37,17% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp8.142.643.801,- atau 62,83%:

Sebagai gambaran atas realisasi pencapaian target kinerja keuangan
serta rasio realisasi dan rasio sisa anggaran terhadap anggaran Belanja Tidak
Langsung pada unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selarna Semester 1 TA 2018
secara rinci dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabei 3.1
Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Serta
Rasio Realisasi dan Rasio Sisa Anggaran Terhadap
Anggaran Belanja Tidak Langsung Semester I TA 2018

Jfstia s |

! ggaien
1| 2 3
] BELANJA PEGAWALUPERSONALIA 5479.485.443 2.785654,348 50,83 2.963.831.095 49,17
| | Gajidan Tunjangan Pegawal 2.762.925443 1.437,566.948 52,03 1.325.358.495 4797
1 | Gaji Pckek PNS/Uang Representas! 2.113.532.3¢4 1.078.627.200 5103 1.034.885.784 4397
2 | Tunjangan Keluarga 167,411,478 91.643.722 5474 75.767.756 45,26
3 | Tunjangan Jabatan 222.850.000 130.560.000 58,58 92.3¢0.000 4144
4 | Tunjangan Fungsional 35.480.000 17.810.000 50,48 17.580.000 4354
5 | Tunjangan Fungsional Umum 45,240,000 26,025,000 57,52 18.215.000 | 4248
6 | Tunjangan Eeras 104.646.900 54.677.100 §2,25 49,939,800 4775
7 | Tunjangan PPh/Khusus 4678885 2.745.450 58,67 1833445 4133
8 | Pembulatan Gaj 38610 15.885 41,09 22745 58,91
9 | luran Jaminan Ketenagakerjaan 9.87667% 4.964.343 50,26 4912332 4374
10 | luran Jaminan Kesehatan fe.£ga.81 30.3¢8.268 51,52 28.601.653 4843 |
Il | Tambahan Penghaslian PNS 2.716.560.000 1,348.087.400 49,62 | 1.368.472.600 50,38 |
11 | Berdasarkan Beban Kera 2.406.000.000 1.203.117.400 5025 |  1.195.882.500 4375 |
12 | Berdasarkan Pertimbangan Objektf Lalnnya 310.660.000 138.870.000 4475 171,590,000 55.25 |

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa kinerja instansi

indikator
pencapaian kinerja yang dipilih akan sangat tergantung pada faktor kritikal
keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam konteks realisasi
e ———————— e —

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipit dan Pengendalian Pend:uduk
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anggaran belanja langsung pada unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode
Semester T Tahun Anggaran 2018 capaian target kinerja secara kuantitatif
serta rasio realisasi dan rasio sisa anggaran terhadap anggaran belanja
langsung dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan Serta
Rasio Realisasi dan Rasio Sisa Anggaran Terhadap
Anggaran Belanja Langsung Semester I TA 2018

-é-"sa Ve lh ‘U!? 5*5\‘ l
3 "/‘(r;jf;ygn ';-' Yf‘r';?a(an |
CURp) S TS () 1
...‘.:‘.5., s{reia Vel ity |
[3 7
Program/Kegiatan 7481433617 | 2032620911 27,16 | 5.446.812.706 1284
01 | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah 1.705.952.217 455.097.389 26,67 1.250.554.8@? 73,33
1 | Pelayznan Adminictrasi Perkantoran 1.140.540.000 354699.073 31,09 | 785960927 68,91
¢ | Peningkatan Srana dan Prasarana Aparatur 147.972.000 35128316 2373 | 112843684 76,27
3 | Peningkatan Disiplin Aparatur “£8.500.000 42.700.000 62,33 25.800.000 3767
4 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 41.322.400 . - 41322400 1C0,00
5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 102.803.5C0 3.320.000 322 99.483.500 96,78
€ | Penyusunan Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan 204634317 19.250.000 940 185.444 317 90,60
02 | Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 891.442.500 86.377.070 9,66 807.065.430 90,34
Pembnaan Usaha Kelompok Ekonomi Produkt(
7 Perempuan{Percontohan) 175.579.500 - - 175.579.500 100,00
& | Pembinaan Organisasi Perempuan 214.832.000 4454570 207 | 210367.430 100,00
9 | Peningkatan ni'al-nilal Kejuangan Perempuan Indonesia 190.045.500 130.045.500 97,93
Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan ’
10 GenderPUG) dan PPRG 93.688.0% 81.912.500 8793 11.775.500 1207
TOT Kewirausanaan bagi Perempuan Produktif dan
" | Remaja Putus Sekolah 93.350.000 . - | e3s0000 100,00
Pembtinaan dan Morev Pelaksanaan Program Industri
12 | gumahan Perempuan di Kah/Kota 36.045.000 . - 36.045.000 100,00
Advekasi dan KIE Pengarusutamaan Gencer dan " )
3 Peningkatan Kualtas Hidup Perempuan 84.902.500 ) ° 84,802,500 100,00
~
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan
03 Amgk 9 9 p 1754264150 | 761.074.580 4338 | 9931480570 56,62
14 | Partisipasi Anak celam Pembangunan (Forum Anak) 188.921.500 104.596.600 55,38 84.324 900 4464
15 LOT. bavgl Akans PATKBM Lk:a:nr:m — 180.246.700 - 190.248.700 100,00
eningkatan Fungsi Komisi Perindungen Anak Daeral
"8 | (PAD) Provinsi Kepuiauan Bangka Beitung 183621000 | 64.200.000 386 | 119.421.000 65,04
17_| Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan 172.840.000 20.862.000 12,07 | 151.878.000 8793 |
11: :dvckasl dan KIE Provinsi Layak Anak 65.264.0in . . 85.264.000 10000 |
,Ovo{vasl dan KIE Kebljakan Forum Anak 57.651]..3 - . 5§7.651.750 100,00 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan

Keluarga Berencana Provinsi Kepulanan Bangka Belitun
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| 20 | Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan

. a7 10000 |
- - o ————— R | 22217500 i - | 222217500 W
21| Rapat Foordnasi Provinsi Layak Anak B0240000 | 2618963 €008 | 3150120 53,92
" Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Lo 24189880 : 5.150.12 —t
L‘__ie”“"‘d“m“ Anak Sl soa181700 | 47228400 9225 | 45935600 778
Program Pengadminitrasian Kepend
4 . , udukan dan
\T\ ‘émwn. ?pﬂ : 1648470500 | 170.247.485 10,32 | 1477.823.014 83,58
valuasl Penyelenagaraan Kependudukan dar
3 | Sipll se-Provinsi Kepulauan Bangka Belityn nPecen 90.452.500 . - 00.462.500 100,00
Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi —
24 | Kependudukan Tingkat Proving| " -
" | ProvKepulauan Bangia Beity J2n Pencaan S se- | 42835500 18.258.000 982 | 2437750 57,18
25 Fengglolaan Pemanfaatan Data Kependudukan 78.331.500 29727500 37 92 48.654.000 6208 |
% I Pembinaan KabupatenKota terkait Kebijakan Administrasi : — ' 568 |
| cukeapil(DAK) 360.796.000 11.880.800 332 348.815.200 96,68
27_| Peiaksanaan Penertitan KTP-¢l di KabupatenKotalDAK) 233.975.000 1.318.360 304 | 232856640 96,96
28 | Pengelolaan Informasl Administrasi Kependudukan({DAK) 150.025.000 . . 150.025.000 100,00
2 Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi 485835 000 -
Kependudukan bagi Aparatur KabupatenKote(D ) 830 £8.055.000 11,94 427.840.000 88,06
Keerdinasi dan Konsultasi Penyelengqaran Pelayan
0 | hdminstasi KependuduranDAK) 00000000 | 44907825 | 2245 | 155082174 15
Program Peningkatan Pengendalian Pend
05 | Keluarga Berencana ° i ucuk den 1479604250 |  559.824.386 784 | 919.779.854 62,16
Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dala
31| Kehidupan KeluargafHari Keluara) v m 142.136.850 1.260.000 142 | 110876.850 93,88
Perguatan Pembinaan dan Pel !
2 | e nPelayanan Keluarga 177,601,900 : | 177801900 100,00
33 | Pendampingan Kemah Nasioanal Kenselor Sebaya 2018 799.852.600 452.553.485 57,82 337.409.114 4218
Pembinaan dan Monev Penyelenggaraan Program
¥ | pembangunan Keluama di KatyKota 23.328.000 . .| 33228000 100,00
35 | Advokasl dan KIE program KKBPK 37.821.050 23.443.400 77,84 8377650 22,18
35 | Penguatan Kemitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan 141.163.700 €6.567.500 47,02 | 74832200 5288
37 | Pembinaan dan Penguatan Kampung KB 177.554.150 177.554.150 100,00

Pada tabel di atas, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja keuangan
tertinggi terdapat pada 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Rapat Koordinasi
Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar
Rp547.226.100,- (92,25%) dari pagu anggaran kegiatan tersebut. Sedangkan
realisasi capaian kinerja keuangan terendah terdapat pada Kegiatan
Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam llehidupan Keluarga(Hari
Keluarga).

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan ¢

Secara umum permasalahan (hambatan dan kendala) yang dihadapi
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Provins! Keculauan Bangka Bellmno:
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Kepulauan Belitung dalam Pelaksanaan operasional dan kegiatannya selama
periode semester 1 (Janyarj g, Juni) TA 2018 dapat dijelaskan sebagai
berikut:

1. Lemahnya koordinasi antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dengan PPK-OPD, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan;

2. Lemahnya kemampuan  dan pemahaman Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dalam ha pengadaan barang/jasa pemerintah dan
pengelolaan keuangan;

3.

Lemahnya kemampuan dan pemahaman PPK-OPD, Bendahara dan Staf
Pengelola Keuangan dalam mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen
Daerah (SIMDA) Keuangan, |

Menyikapi kondisi internal maupun eksternal di atas, berbagal upaya

yang telah dilakukan dalam rangka pemecahan masalah dan hambatan yang
dihadapi adalah:

1. Meningkatkan koordinasi antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dengan PPK-OPD, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan agar dapat

melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dan waktu pencairan

dana yang ditetapkan dalam APBD;

Mengikutsertakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau yang

akan diusulkan untuk menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

dalam diklat atau bimtek guna menambah wawasan dan pemahaman
mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa
pemerintah;

3. Mengikutsertakan PPK-OPD, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan
dalam diklat atau bimtek pengoperasian SIMDA Keuangan gquna
menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan
daerah. Selain itu melakukan koordinasi dengan bidang yang mengelola
SIMDA pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPKP
Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna memperlancar
pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.

e ———————
endudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kep
Keluarpa Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitun
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| BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan OPD

Entitas pelaporan dalam catatan atas laporan keuangan ini adalah
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku SKPKD
yang berkewajlban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta
hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
terstruktur pada‘:satu_ periode *pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas,
manajemen, 'trariisparansl"dan keseimbangan antargenerasi (intergenetional
equality).

Dalam penetapan entitas pelaporan, hal yang perlu dipertimbangkan
adanya syarat pengelolaan, pengendalian, dan penugasan suatu entitas
pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk
pertanggungjawaban dan wewenang yang terplsah dari “entitas pelaporan
lainnya.

Selanjutnya entitas akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan
ini adalah unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan - Pencatatan - S|pal dan " Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanggungjawab atas
pengelolaan keuangan OPD sesual yang tercantum dalam DPA-OPD.

4.2, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan ini yaitu
Basis Kas untuk pengakuan befanja, sedangkan Basis Akrual untuk Pengakuan
Aset, dan Pengakuan Entitas.

—

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Rependudukan Pencatatan §
Kel

ipil dan Pengendalian Penduduk
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L

Basis Kas Untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bakwa belanja
dizkui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah atau Entitas
Pelaporan.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas
diakui dan dicatat paga saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian
atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar,

Pengakuan beban persediaan barang pakai habis untuk belanja alat
tulis kantor dan peralatan kebersihan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan  Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam
menyusun Laporan Semester I (Januari s.d. Juni) TA 2018 adalah dengan
Menggunakan pendekatan beban yaitu pencatatan pada saat penerimaan alat
tulis kantor dan peralatan kebersihan dicatat di sisi debit sebagai beban
persediaan alat tulis kantor dan beban peralatan kebersihan, sedangkan di sisi
kredit sebagai utang belanja barang dan jasa sehingga dengan menggunakan
- pendekatan beban ini'maka nilai persediaan alat tulis kantor dan peralatan
kebersihan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi nihil atau tidak ada
persediaan barang pakai habis.

Oleh karena pengakuan beban persediaan barang pakai habis alat
tulis kantor dan peralatan kebersihan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan  Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam
menyusun Laporan Semester I (Januari s.d. Juni) TA 2018 menggunakan
pendekatan beban yang menyebabkan nilai persediaan barang pakai habis
menjadi nihil maka di pertengahan tahun atay periode 29 Juni 2018
diperlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat saldo persediaan barang pakai
habis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan yang masih tersedia,

-

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Betitun
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Adapun sistem pencatatan persediaan tersebut menggunakan
metode periodik yaitu metode dalam fungsi akuntansi tidak langsung
mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumiah persediaan
akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada
pertengahan tahun atau periode 29 Juni 2018 dan pada periode inilah dibuat
jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Sedangkan Metode Pengukuran Persediaan barang pakai habis alat
tulis kantor, alat listrik dan peralatan kebersihan pada Dinas pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung TA 2018 menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama
(MPKP) atau FIFO (First In Frist Ouf) yaitu barang yang lebih dulu masuk
dianggap barang yang lebih dulu keluar sehingga pada saat steck opname
fisik di akhir tahun, saldo akhir persediaan barang pakai habis alat tulis kantor

dan peralatan kebersihan menunjukkan barang yang dibeli terakhir.
Untuk aplikasi sistem dalam penatausahaan keuangan selama

periode Semestef I (Januari s.d. Juni) TA 2018, Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anz;k, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana menggunakan Sistem Informasi
Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang digunakan untuk membuat
Laporan SP] Fungsional, Buku Kas Umum (BKU), SPP/SPM/SP2D, Kartu
Kendali Kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional
(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca OPD.

Sedangkan aplikasi sistem dalam penatausahaan barang milik daerah
(BMD) atau Aset, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendaiian Penduduk Keluarga
Berencana menggunakan aplikasi Sistem Barang Milik Daerah (SIMBADA)
yang digunakan untuk membuat Laporan Penyusutan Aset Tetap, Buku
Inventaris Gabungan, Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Aset Tanah),

D
Inas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian p,
an Penduduk

i‘_’“" a Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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KIB B (Aset Peralatan dan Mesin), KIB C (Aset Gedung dan
pangunan), KIB D (Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan), KIB E (Aset Tetap
Lainnya), dan KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan).

Metode dalam penyusutan aset tetap yang dihasilkan dari aplikasi
SIMBADA adalah menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method)
yaitu metode dimana Penyusutan suatu harta/aset dilakukan dalam bagian-
bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi
harta/aset tersebyt, Dengan metode ini pembebanan biaya atas perolehan
suatu harta dibagi setiap tahun dengan jumlah yang sama selama masa
manfaat dari harta tersepyt,

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
OPD ;

Apropriasi Belanja dinyatakan dalam nilai Rp (Rupiah) sebesar jumlah
maksimal yang diperkenankan untuk direalisasikan oleh Pemerintah Daerah.
Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah yang berlaku umum,
Apropriasi Belanja tidak dinyatakan dalam valuta asing sehingga tidak periu
dilakukan konversi. Seluruh Aprosiasi Belanja dinyatakan dalam bentuk Rp
(Rupiah).

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang
ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada OpD

Penerapan kebljakan akuntansi harys mengidentifikasikan dan
menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang diguna'kén oleh entitas pelaporan
dan metode-metode penerapannya secara material mempengaruhi penyajian
laporan realiasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, Selain ity Penerapan
kebijakan akuntansi juga meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang
diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

T ' Dipindai dengan CamScanner
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BAB vV
PENJELASAN POS - pos | ApORAN

KEUANGAN opp

> gi:gia" dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah semua
Penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah
Saldo Anggaran Lehih dalam periode tahun anggaran yang

Anggaran inj diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum
Negara/Daerah atay oleh entitas pelaporan,
 Sesual dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Kelua
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan Merupakan unit pelaksana
teknis pemungut pendapatan daerah baik secara langsung maupun
tidak langsung. Oleh sebab itu selama periode Semester ] (Januari
s.d. Juni) TA 2018 pada POs ini tidak terdapat transaksi.
Sedangkan Pendapatan dalam Laporan Operasional
adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagaj pena

Kependudukan
rga Berencana

(LO)
mbah
tidak
(LO)

Dings Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dar Pengendatian Pendy
Retuargq Berencana Pro .

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
perlu dibayar kembali. Pendapatan dalam Laporan Operasiona|

vinsi Kepulauan Bangka Beliteng
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Ini diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada
aliran masuk sumber daya ekonomi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Dinas
Pemberdayaan  Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan unit pelaksana
teknis pemungut pendapatan daerah baik secara langsung maupun
tidak langsung. Oleh sebab itu selama periode semester I (Januari s.d.
Juni) TA 2018 pada pos ini tidak terdapat transaksi yang diakui
sebagai hak atas pendapatan.

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui berdasarkan
terjadinya pengeluaran dari R=kening Kas Umum Negara/Daerah atau
entitas  pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban
atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi

perbendaharaan.

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung (BTL)

Jumlah realisasi belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung
yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran periode
Semester I (Januari s.d. Juni) TA 2018 adalah sebagai berikut:

= Total realisasi belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung
Semester I TA 2018 adalah sebesar Rp2.785.654.348,-;

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Provinsi K epulauan Bangka Belitung
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Tabel 5.1

Realisasi Belanja Pegawai BTL Semester I TA 2018

T PR - MLAH f
_’io AR a2 URAIAN, JU(RF;,
S | |
Aﬁ-lGaILdé.".%lysfa;fg'afq'_eé;ia.*.éﬂ_x R ST S L T o AL g BT
_L Gaji Pokok FNS/U nq Representasi
| 2 | Tunjangan Keluarga

3 | Tunjangan Jabatan

4 | Tunjangan Fungsional

5 Tunjangan Fungsional Umum 25.025.000 |

6 | Tunjangan Berzs 54677100

7_| Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2745430

8 | Pembulatan Gaji 15,865

9 | luran jaminan Ketenagakeraan BPJS 4964343

10 | luran jaminan Kesehatan EPJS 30.298.268

B I

1.209.117.400

1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
2 Ta_m!:ahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Cbjektif 128,970,000
Lainnya
-_;'JUML'AiH REALISASI BELANJA PEGAWAIBTL: =~ + = ) i3
a0 . 'LRASEMESTER | TAI2018.0 . “ 1. oot 2785.084.348

i aexibictegeit 3 1) ERRIRE Sodtich i

al

* Adapun rincian belanja pegawai pada Belanja Tidak
Langsung Semester I TA 2018 adalah sebagai berikut:

- Anggaran Rp5.479.485.443,-
— Realisasi Rp_2.785.654.348, -
- Sisa Anggaran Rp_2.693.831.095,-

+

Belanja Pegawai Pada Belanja Langsung (BL)

Adapun rincian belanja pegawai pada Belanja Langsung
Semester I TA 2018 adalah sebagai berikut:

- Anggaran Rp 896.913.500,-
- Realisasi Rp_177.705.500,-
- Sisa Anggaran Rp__719.208.000,:

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Pendudus
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Belania Pegawai Pada Belanja Operasi

" Adapun total realisasi belanja pegawai pada belanja operasi
baik darj belanja tidak langsung (BTL) maupun dari belanja
langsung (BL) Semester 1 Ta 2018 adalah sebagai berikut:

= Realisasi belanja pegawai (BTL) Rp2.785.654.348,-
= Realisasi belanja pegawai (BL) Rp_177.705.500,-+
- Total Realisas; Belanja Pegawai (BTL & BL) Rp2.963.359,848, -

Adapun rincian belanja pegawai pada Belanja Operasi
Semester I TA 2018 adalah sebaaai berikut:

~ Anggaran Rp 6.376.398.943,-
- Realisasi Rp_ 2.963.359.848,-
- Sisa Anggaran Rp_3.413,039.095,-

13

b) Belanja Barang dan Jasa

Adapun rincian belanja barang dan jasa (belanja langsung) pada
belanja operasi (Kode Rekening 2.1.2.) Semester I TA 2018
adalah sebagai berikut:

-~ Anggaran Rp 6.398.960.117,-
- Realisasi Rp 1.854.915.411,-
- Sisa Anggaran Bﬂiﬁﬁlﬂi‘w&

c) Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran Semester | TA 2018 sebesar Rp0,-. Adapun
rincian belanja Modal (Kode Rekening 2.2) Semester I'TA 2018
adalah sebagal berikut:

~ Anggaran setelah perubahan Rp 185.560.000,—

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Pendyy g,z
K

¢luarga Berencana Provinsi K, epulauan Bangka Belitung
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W

- Realisasi Rp Os
- Sisa Anggaran Rp_185.560.000,-

-

Secara keseluruhan realisasi belanja yang disajikan dalam
dalam Laporan Realisasi Anggaran Semester I TA 2018 dapat
disimpulkan sebagai berikut:

= Realisasi Belanja Pegawai:
" Belanja Pegawai (BTL) Rp2.785.654.348,-
(Gaji & Tunj. PNS)
* Belanja Pegawai (BL) Rp 177.705.500,-+
(Honor, PNS/PHL)

Rp2.963.359.848,-
— Realisasi Belanja Barang dan Jasa:
. Belanja Brg & Jasa Rp 1.854.915.411,-
— Realisasi Belanja Modal:

- Belanja Modal Rp 0,- +
Total Realisasi Belanja pada LRA Semester | TA 2018: Rp 4.818.275.258,-

5.1.3 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Dengan kata lain, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban,
terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat
ekonomi atau potensi jasa.

a) Beban Peg'awai

Jumlah beban pegawai yang disajikan dalam Laporan
Operasional Semester I TA 2018 adalah sebesar
Rp2.785.654.348,- dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendali
Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung i an Penduduk
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Tabel 5.2

L URNAN

_ ‘Jumlah Beban Pegawai Semester I TA 2018

. JUMLAH BEBAN
L 'PEGAWAI-LO

: 'SEMESTER 1. TA'2018
ity T Rp)

Gl AN T Ana3mPenava] T ot

AT NSLh STA1437.566.9487]

1.078.627.200

1 | Gaji Pekek PNS/Uan Reprasentasi
g Tunjangan Keluarga

91.543.722

L 3| Tunjancan Jabaian

130.560.000

Tun angan Fungsional

17.910.000

25.025.000

[l
g Tun an9an Fungsional Umurm

Tunjangan Beras

£4.677.100

|7 _| Tunjangan PFhKnosss
8

2.745.450

Pembulatan Gaji

15.885

9 | luran Jaminan Kelena;eg—i an

- 1
4954548 |

10 | luran Jaminan Kesehatan

II8H{Tamba enghasilaniPNS 2515 AR B
1 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

30.298.268 |

1.208.117.400

138.670.000

2 | Tamoahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektf Lairnva

2018 £

P fhike s, [
1212785854348

b) Beban Barang dan Jasa

Jumlah beban bardng dan jasa yang disajikan dalam Laporan
Operasional ~ Semester I TA 2018 adalah  sebesar
Rp2.452.406.891,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3

* Jumlah Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2018

Realisas| Belanje Pegawal dan Barang/Jasa (BL) Jan~Juni
1| 2018 melaiul UPIGLILS

A K
i

Total Pengakuan Beban BA (Honor+8/J) Yg Belum DI GU
2 | Jan's.d Junl 2018 Shg Menambeh Baban 81) ¢ L

R e e T
P

3
o
2

st

7

D} , —
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"a.\iﬁ.‘,

cataan Besan Porsediaa

‘25 Py T f“h 2
Lanyapengakian, .la!j;ers‘edlaan
y o
"n;qug "danasa’
L A
b /oaualan
‘ Y
1| Beban Persediaan ATK - LO Akhir Juni TA 2018 10716.180
2 | Beban Persediaan Alat Kebersihan - LO Akhir Juni TA 2018 384.000

JUMLAH BEBAN BARANG DAN JASA LO TA 2017

©2,452.406.891
SN Sat

[

¢) Beban Penyusutan

Jumlah beban penyusutan yang disajiken dalam Laporan
Operasional Semester 1 TA 2018 adalah sebesar Rp61.475.232,-
dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4
Jumlah Beban Penyusutan Semester I TA 2018

2 ZJUMLAH BEBAN -
v PENYUSUTAN' LO

1 | Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 19,845 857
2 | Beban Penyusulan Alat Kantor 16.176.000
3 | Beban Penyusutan Alai Rumzh Tangga £.049.000
4 | Beban Penyusutan Peralatan Komputer 16.046 875
5 | Beban Penyusutan Mela dan Kursi Kerja'/Rapat Pejabat §95 000
6 | Beban Penyusutan Alat Studio 2.045.000
7 | Beban Penyusutan Alat Komunikasi 205.000
8 | Beban Penyusutan Bangunan Menara : 312.500

i ?uummu BEBAN PENYUSUTAN 1o ssmssrsamzm”" ST sk

d) Surplus/ Defisit - LO
Jvumlah surplus/defisit yang disajikan dalam Laporan Operasional

semester I TA 2018 adalah sebesar minus Rp5.299.536.471,-
dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk
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) Tabel 5.5
umlah Surplus/Defisit Semester I TA 2018

—————e e e e - -

cl L umeem i
©*| SURPLUSIDEFISIT- LO |
SEMESTER | TA 2018

(Rp) 1= :

e

b B . A

TAII
Sy K7 3

L
o
-

5.1.4 Aset

Aset adalah Sumber Daya Ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat
dipero'eh, balk oleh pemerintah maupun masyarakat, serta capat
diukur dalam satuan uang, termasuk Sumber Daya Non Keuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum untuk
pemeliharaan Sumber-sumber Daya karena alasan sejarah dan
budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar, Suaty
aset diklasifikaslkan sebagal aset lancar jika diharapkan segera untuk
dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakal atay dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sefak tanggal pelaporan. Aset yang tidak
dapat dimasukkzn dalam. kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset
nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka
pendek, piutang, dan persediaan.

Dinay Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipit dan p engendallan Pendidui
Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belltung
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d Aset non lancar mencakup a
| an aset tak berwujyg yang digun
angsung untyk keglatan pemerinta

u
mum. Aset nonlancar diklasifik
Panjang,

et yang bersifat Jangka panjang,
akan baik langsung maupun tidak
h atau yang digunakan masyarakat
asikan menjadi investasi jangka

As€t tetap, dana cadangan, dan aset lainnya,
Selama periode o

2018 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil
Berencana Provinsi Kepulayan
aset baik ity aset lanca
Tabel Perubahan Aset:

mester 1 (Januarl s.d. Juni) Tahun Anggaran

dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Bangka Belitung terdapat perubahan
f, aset tetap maupun aset lainnya. Berikut ini

Tabel 5.6
Jumlah Perubahan Aset
] Mook o o : . Parutaras
57 Uraa , P IBINI T MoEs gy D cPertanay
PRET A e e i | 7 '(Rp) k)
it i " 1 e —
—— | T
L ASETLANCART . ] ]
K29 9 Beritarara Pergmar e | il 3 m— ~= —
. 1 Perermaan { 1 ML o
P | o | \
g { .
o | .l 11 -
g i o | 1 . -
| ) ! 1 R ———— -
Argrrn i | {
24 e Tt Sact e | p v 1 ¥
e er——— - - s - — -
[ 2 T . ‘ Y
[ i

b Ty
!i,""»‘l;,‘, 3% EL s N e A Teyr
g @ h -. . VUASRIOE Y S

2 S LR AT, NP AL § ST T

S— e, — - —

b ASETTETa? ! — ! ev——

{ Ty | - . T ———

-*—_,. — — »> o O —— o E——

| . s ¥ Ay Wesn i L K, ] 4 : N O ———— D

P e e -7 - — ‘

i Getrd 53 Barcu i o4 ‘ & \ -

——T Y e RS — - .

— ¥ "gaw 2an Jrrgen . ’ N

i "L . 1 N —
! o ! “———
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19610 25000 o ey o T
e LR o e T 1
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668,184,447 J ﬁ‘z._§41;456.1,325|j5!.},126-,728-255_ vy 12

———

Berdasarkan tabel di atas, semester I TA 2018 ini terdapat
Perubahan dalam aset lancar yaitu:
= Perubahan kenaikan pada kas di bendahara pengeluaran dari Rp0,-
Pada 29 Desemper 3017 menjadi Rp182.672.382 pada 29 Juni
2018. Hal inj dikarenakan masih terdapat uvang persediaan /GU
yang belum dikembalikan ke kas daerah dan kas di bendahara
pengelju_aran tersebut baru akan dikembalikan/disetor ke kas
daerah pada akhir tahun anggaran 2018;

= Pperubahan kenaikan nilei  persediaan  akhir dari sebesar
Rp5.579.075,- pada 29 Desember 2018 menjadi sebesar
Rp11.110.180,- pada 29 Juni 2018, -

Sedangkan untuk Aset Tetap pada Neraca Semester I TA 2018
berdasarkan tabel 5.6 di atas, terdapat perubahan kenaikan dan
penurunan. Adapun rincian perubahan nilai aset tetap tersebyt adalah
sebagai bérikut: :
= Tanah

Jumiah Aset Tetap Tanah baik itu per 29 Desember 2017

maupun per 29 Juni 2018 tetap bernilal nihil (tidak ada mutasi
penambahan/pengurangan aset).

%  Peralatan dan Mesin

Jumlah  Aset Tetap Peralatan dan Mesin  baik

itu  per
29 Desember 2017 maupun per 29 Juni 2018 tetap

Sebesar

Dingy Pemberday, Perlindungan Anak, Kependudikan Pencatatan Sppy d —
4 aan Perempuan Perlin, lung: ) ipil dan Pengendallan Pendud,
Ketuay, 8a Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitun g Uduk

S
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I ’BECEE{

Dipindai dengan CamScanner



[

pab ¥ Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan opp

M

RP1.305.908.500,'-"‘ (tdak ada  mutasi penambahan/
Péngurangan aset),

Gedung dan Bangunan
Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan baik itu per 29
Desember 2017 maupun per 29 Juni 2018 tetap sebesar

Rp25.000.000,- (tidak ada mutasi penambahan/ pengurangan
aset).

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan baik itu per

29 Desember 2017 maupun per 29 Juni 2018 tetap bernilai nihil
(tidak ada mutasi penambahan/pengurangan aset).

i

Aset T4etkagﬁ Léinnya
Jumlah Aset Tetap Lainnya baik itu per 29 Desember 2017

maupun per 29 Juni 2018 tetap bernilai nihil (tidak ada mutasi
penambahan/pengurangan aset).

Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Jumlah Aset Tetap KDP baik itu per 29 Desember 2017 maupun

per 29 Juni 2018 tetap bernilai nihil (tidak ada mutasi
penambahan/pengurangan aset),

Akumulasi Penyusutan
Berikut ini adalah Tabel Rincian Mutasi dan Jumlah Akumulasi

Penyusutan Semester I TA 2018:

-

e .

’{lnas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Pendudyuk
¢luarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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. Tabel 5.7
Rincian Mutasi dan Jumlah Nilai Akumulasi Penyusutan
Semester I TA 2018
it i s o ! 2L JUMLAH MILAI AKUMULASI -
' URAIAN ‘| PENYUSUTAN ASET TETAP
s bl : {1 LSEMESTER] TA 2018
el - ¢ RR) ;

i 298U C O AKUNU RS TP ERVUS UT AN FER 20 GES 201501
NERACAADALARES™ B, Pt Somsd s pde 2 3
ACAADALAHIZ . 2, B3 » o

LS T

E g‘LQJA&.HﬂU{AS_geg;%.‘-‘. AHAN AKUMULASIRENYUSUTANS £ I}
L e s SEMES TERINTALZ0 6 e 1 g e Sy () s s T

1| Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermetor

2_| Akurgulasi Penyusutan Alat Kantor

3_| Akutulasi Penyusutan Alat Rumah Tanaaa :
ud Akumulasi Penyusutan Peralatan Kompuyter

S | Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja'Rapat Pejabat =

Akumulasi Penyusutan Alat Studio =

7| Akumulasi Penyusuian Alat Komunikasi

8 | Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
rL_f:n H VAL AR Acr pF . wreeTe 2018 ;! 3 :
|3 £ R T ) SRS SN T |

h Total Aset Tetap Semester I TA 2018 berdasarkan jumlah aset tetap

per 29 Juni 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.8

Total Nilai Aset Tetap Semester I TA 2018

FURAIAN S5 FRER T I

ST TOTAUNILAI ASET.TETAP,
SEMESTERITA 2018 (Rp) ™

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Asel Tetap Lainnya

Konstruks: Dalam Pengenaan

@Mimo|O|m|x»

Akumulasi Penyusutan Mengurangi Nilai Aset Tetap

t il =S TOTAL NILAI ASET TETAP SEMESTER I TA 2018 o

P |y ey
o TN 3

Adapun untuk Aset Lainnya Semeste

377.475.885

r I TA 2018 berdasarkan

tabel 5.6 di atas, tetap (tidak ada mutasi penambahan/pengu,-angan
aset) sebesar Rp96.925.000,- per 29 Des 2017 dan pada 29 Juni 2018

dengan rincian sebagai berikut:

:f’m Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatas —

eluargq Berencana Provinsi K epulauan Bangka Belitung
——

b

an Sipil dan Pengendalian Penduduk

Page 35

Dipindai dengan CamScanner



pab V Penjelasan Pos-Pos Laporan

- . Tabel 5.9
Rincian Mutas; dan Jumlah Aset Lainnya Semester I TA 2018

r—y

|

| ;JUMLAH ASET,,
S LAINNYA Y
“SEMESTERITA

J 2018 (Rp) L

ST ASET TI0AKBERHUND LAY
ARG HENGURANGIHILAASEF LA YA &2
Aset Lainnya

UMLAK ASET,LAINNYA 29 SUN] 2018

TR R

5.1.5 Kewajiban

Basis akrual ‘untik kewajiban di Neraca, diakui dan dicatat
pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungah berpengaruh  pada keuangan pemerintah, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan
akan dibéyarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan
datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Artinya kewajiban
adalah utang yang timbul dari peristwa masa lalu  yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah. _

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek
dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan
kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam wakty kurang dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang
adalah kelompok kewajiban yang penyelesalannya dilakukan setelah
12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2”'0’ Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipif dan Pengendalian Pepdy gy s

“luarga Berencana Provinsi K epulauan Bangka Belitung
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Jumlah kewajiban jangka pendek Semester 1 TA 2018 pada
Pemberdayaan Perempuan Perfindungan Anak, Kependudukan

Dinas
Pencat,

atan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

si Kepulayan Bangka Belitung sebesar Rp0,-. Berikut ini jumlah
kewaji

Provin

ban Semester 1 T4 2013.

Tabel 5.10
Jumlah Kewajiban Semester I TA 2018

gt g [
R s G N T

;‘ | |
KEWAJIBAN o
KEWAJBAN

I [

" Perubahan

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Belanja

JUMLAH KEWAJIBAN . -
———— " TWAJIBAN |

St [ LT
4SSNy NP LU0

S KEWAJIBAN S e T s o o R T R BT

4

.

Adapun rincian mutasi dan Jumlah kewajiban jangka pendek

(utang beban) Semester 1 TA 2018 yang masih harus dibayar adalah
sebagai berikut:
Tabel 5.11

Rincian Mutasi dan Jumlah Kewajiban Jk. Pendek
(Utang Beban) Semester I TA 2018

22| JUMLAH KEWAJIBAN '
. JK.PENDEK (UTANG: |
"BELANJA) SEMESTER| |
L ETAE - (Rp) |

'—"—Jy—.; TS ALDOREVTATBAN] F'['DE?&"UTXEE'EE‘?'/'\‘!);E Ve D§52J
R AR e e e A TTERETES

b
data pa

JUMLAH KEWAJIBAN JK, PENDEK [UTANG
3 (SEEEI9 JUNI 2018
25 i SRR o
KR Lot oy e

5.1.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Dinas Pcmberdayaan Perempuan Perlindungan Anal’(, Kependudukan Pencatatan S,
eluargq Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

pil dan Pengendatian Penduduk
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Saldo ekyitas di N

o
of

aCa harae : s . AAra N
2Ca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE),

Lapor.
“POran  Perybahan Exuitas OPD adalah laporan yang

menyajikar Lo
Yajikan POs-pos €xuitas awal, surplus/defisit LO, dampak/efek

kumulatif as
41 atas perubahan xebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan

Yang mendasar dan ekuitas akhir,

3)  Ekuitas Awa)

Jumlah ekuitas awal yang disajikan dalam LPE Semester I TA
2018 adalah sebesar Rp541.456.192,- dengan rincian sebagai

berikut:
Tabel 5.12
Jumlah Ekuitas Awal - LPE Semester I TA 2018
fomy o T ————— e M
b NOuY St i : . ; (et JUMLAH EKUITAS AWAL - LPC
R R R o TR TR 1LY LV} bt LT {.--.":t | (SEMESTER 1 TA 2018 |

it (Rp)

i::;;éi'—-‘—)'?— co
o RS AT TR T

il | = O R

e 4k e TR AR B A
S AT PRV B

R VR T s S G M R

—e—
7y ———
2254025

MREACU

= MLAH ERUTT &G 2ra oy i TN ‘ T

63 UMLAH EKUITAS AWAL . LFE SEMESTER ) TA 201314 AT A v

GRS S L e T et e,
: —_— : LadRERung) a5

b) Surplus/Defisit LO

Seperti yang sudah diketahu sebelumnya bahwa jumlah
surplus/defisit yang disajikan dalam Laporan  Operasional
Semester I TA 2018 adalah selisih antara pendapatan dengan
beban sehingga menghasilkan  defisit sebesar  minys
Rp5.299.536.471,-. Jumlah defisit tersebut akan mengurangi
nilai ekuitas awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) TA
Semester 1 2018.

c¢) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan
Mendasar

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipit dan Pengendalian Pendueu
Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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Dampak kumulatie perub
Mendasar Yang dis
atas:

ahan perubahan kebijakan/kesalahan
3jikan dalam LPE Semester I TA 2018 terdiri

> Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Jumlah Kewajiban Untyk Dikonsolidasikan yang disajikan
dalam dampak  kumulatif perubahan  perubahan
kebijakan/kesalahan mendasar pada LPE Semester I TA

2018 adalah sebesar Rp5.426.264.726, - dengan rincian
Sebagaibeﬁkut

Tabel 5,13
Jumlah Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan —
LPE Semester T TA 2018

—

L JUMLAH KEWAJIBAN
UNTUK DIKONSOLIDASIKAN
! SEMESTER 1 T4 2018 (Rp)
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%@f«.:." llsisie;

333 0elan)aReos A B Ty ara

I SOt RS a3 Bela JaBegawal BLuan.

512:785.654:345
e s STy 1

At 17705,5007

o ReAsaaTBe el BSTBTRAT)

BlotalRealisae) Bp

iy ATt [ UAng Barsearaany i
s mmizoisﬁ!&'&’.ﬁ;!% A

K
STERITA 2018,
SLENENE IV
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KEWAJIBAN UNTU
S ISEME

d) Ekuitas Axhir
Jumlah Ekuitas Akhir yang disajikan dalam Lp

2018 adalah sebesar Rp668.184.447, - denga
berikut: - -

E Semester [ Ta
N rincian sebagai

: Tabel 5,14
Jumlah Ekuitas Akbir — LPE Semester ITA 2018

CE URAIAN

EKUITAS AWAL
(2 | surPLUSTERISIT- L0

Dings Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, K. ependudukan Pencatatay Sipit dan Pengendation Pendudy
Kely rga Berencang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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DAMPAK KUMULATIE P "
MENDASAR (LAIN.LA!N)ERUEAHA!‘J KEBIJAKAN/KESALAHAN

3 | KEWAY|

= BAN UNTUK DIKOSOUIDASIKAN 5.425,264.72

. 668.134.447

Jumlah Ekuitas Akhir di atas akan disajikan ke dalam Neraca

Semester I TA 2013, Berikut ini adalah rincian Ekuitas Dana yang
tersaji dalam Neraca:

Taradah e Tabel 5.15
umlah Ekuitas Dana — Neraca Semester I TA 2018
§22 00N 2018, ©. 20 DES 207, = Perubahan__
e P R R R = b VAR, #50Rp) L[ iehey
EKUITAS _
Ekuitas 668.184.447 541456192 | 126.728.255 | 2340
e UMLAH EKUITAS ™ (17 668 184,447, 17 541456/1821] 1125.728.255] " 23,40

Adapun posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas ‘dana dalam Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Sémestér ITA 2018 dapat digémbarkan sebagai berikut:

- Gambar 5.1
Posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca Semester I TA 2018

A R R AR ASET RFA 21 EKEWAJIBAN 14 71" EKUITAS

ASET
LANCAR ~ + ASETTETAP + ASETLAINNYA | = | KEWAJIBAN +  EKUITAs
193782562  + 377476885 + 96.925.000 | = 0 +  668.184.447

00,4444 | = | 668184447

e
Dinas p emberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendatian Penduduk
eluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yarg timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk

entitas  akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis
akrual pada OPD

Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain
diakui ketika kas diterima atay dibayarkan. Sedangkan dalam akuntansi
berbasis akrual transaksi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam
catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat
terjadinya transaksi tersebutr,ifukan pada saat kas atau ekuivalen kas
diterima atau dibayarkan.

Sebagai entitas akuntansi selama periode semester I (Januari s.d Juni)
TA 2018 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat perubahan atau
mutasi aset sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Selanjutnya untuk pengungkapan terhadap besarnya Apropriasi Belanja

~ dari sisi anggaran merupakan jumlah maksimal yang diperkenankan untuk

direalisasikan ~sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD). Apropriasi Belanja
dinyatakan dalam nilai Rupiah (Rp) sebesar jumlah maksimal yang
diperkenankan untuk direalisasikan.

Untuk pengakuan Belanja dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran
dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran
melalui bendahara pengeluaran pengakuannya dilakukan pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang
mempunyal fungsi perbendaharaan dalam hal ini Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku entitas pelaporan.

.

‘ - ———'““\
l’;"ms Pemberdaynan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian pen duduk
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Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan‘Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Manajemen secara umum tidak merubah kuantitas anggaran, namun demikian
penerapan perafuran pemerintah tentang pengglolaan keuangan daerah
mengharuskan pengguna anggaran melakukan koreksi dan menata kembali
kebljakan lama yané tidak sinkron dengan peraturan baru. Selanjutnya, Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil
dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulavan Bangka
Belitung telah melaksanakan:

1) Rapat Koordinasi'NasionaI Pembgrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
pada tanggal 6 s.d. 8 Maret 2018 di Pangkalpinang, Kab. Bangka dan Kab.

Dinas p, 'mberd, P uan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk
s Pemberdayaan Peremp,
Kelugrpg Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Bellmn_
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Bangka Tengap dihadji
Perlindungan An i
Indonesia dan Fak' Kepala Dinas PPPA Provinsi dan Kabupaten/rota -

orkopimga Provinsi Kepulayan Bangka Eelitung;

2) Penguatan Kapasitag Pel )

aksanaan pen an PPRG
: darusutamaan Gender(PUG) dan PPRG
dilaksanakan dj 7 Kabupaten/Kota_ (PUG)
’

3, Ketentuan perundang-undangan yang men

Peserta  dar Kementerian  Perempuan dan

Jadi dasar kegiatan operasional:

Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2005 No

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 200
Kerjasama Masyarakat,

Perlindungan Anak;

mor 140,

6 tentang Penyelenggaraan dan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Peraturan Menteri Dalam Nege;i Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
PerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegerINomor 13 Tahun 2006
TentangPedomanPengelolaanKeuangan Daerah;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang BKKBN;
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tanun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Dingg Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk
Keluargy Berencara Provinst Kepulauan Bangka Belitun

e —
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BAB VII
PENUTUP

Laporan semester pada dasarnya disusun untuk menyajikan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu
entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Laporan semester terutama digunakan
untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan
dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Perkembangan yang dinamis dalam penyelenggaraan  pemerintahan,
dibutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem penyusunan anggaran
tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
(Medium Term Expenditure Framework). Berbagai kebijakan perencanaan anggaran
tersebut diharapkan dapat terciptanyd pengelolaan keuangan yang lebih efisien,

transparan dan akuntabel,
Pada periode Semester I (Januari s.d. Juni) TA 2018 Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah
melaksanakan 3(tiga) program atau 60% dari 5 (lima) program yang ada dan 15
(lma belas) kegiatan atau 40,54% dari 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang
direncanakan.

Demikian Laporan Semester OPD ini dibuat dan disusun dalam rangka
memenuhi akuntabilitas sektor publik yang merupakan kewajiban kami selaku
entitas pelaporan. Disadari sepenuhnya' bahwa laporan ini masih jauh dari harapan,
dengan kekurangan dan kelemahan yang beragam. Namun demikian kami telah
Mengupayakan untuk tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
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Dingg Pemp

. erdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudiukan P, :

K mpi g , Hep Lkan Fencatatan Sipit dan p, ,

L d““’_ ﬂABf' rencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung i engendalian Penduduk

(.
Dipindai dengan CamScanner



